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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan paaal 342 ayat
(l) dan ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana

Panjang Daerah, Rencana

Jangka

Jangka

Mengingat

Menengah Daerah, Dan Rencana Keda pemerintah

Daerah, perlu merubah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dengan peraturan

Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega.ra

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Nasional
Negara Republik Indonesia

Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan Iembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nonror 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintatran Daerah (Lembaxan Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47OO);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 t*ntarLg
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20o.7 Nomor 68,
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O0g tentang
Pembentukan Kabupa.ten Toraja Utara di prrovinsi

Sulawesi Selatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1Ol,
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4gZ4);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O09 tentang
Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor lzl0, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

Nega.ra Republik
244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5gZ)
sebagaimana telah diubah beberapa. kati terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20ls
tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5629);

9. Peraturan Femerintah Nomor Sg Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O,
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10' peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2006 tentangTata cara pengendarian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana pembangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006, Nomor 96, TambahanIembaran Negara Republik Indonesia Nomor a663);I l ' peratu.an pemerintah Nomor 6 Tahun 200g tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OOg Nomor 19, Tambahan Iembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor agls);
12' perafuran pemerintah Nomor g Tahun 200g tentangTahapan, Tata Cara penyusunan, pegendalian 

danEvaruasi peraksanaan Rencana pembangunan 
Daerah(Iembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 200gNomor Zl, Tambahan Iembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aglill;

13. Peraturan prsiden Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2014 tentang sistem Akuntab,itas KinerjaInstansi pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor gO);

14' Peratur:an presiden Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2O1S tentang Rencana pmbangunan Jangka
Meneng:rh Nasional Tahun 20r5-20rg (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tambahan Iembaran
Nomor a17gl;

Negara Republik Indonesia

Tahun 2offi tentang pdoman pengeroraan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
teraHrir dengnn peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2l rahun 2or I tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Datram Negeri Nomor 13
Tatrun 2oa6 tentang Pedoman pengelolaa' Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 31O);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015

tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
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Negara Repubtik Indonesia Tahun 2o1s Nomor 9g6);
17' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor g6

Tahun ZOIT tentang Tata Cara perencanaan,
Pengendalia, dan Evaruasi pembangunan Daerah,
Tata cara Evaluasi Ranca,gan peraturan Daerah
Tentang Rencana pembangunan Jangka paqiang
Daerah dan Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan
Rencana pembangunan Jangka paqiang Daerah,
Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlT Nomor l3l2);

18' Peratura, Daerah provinsi surawesi seratan
Nomor g Tatrun ZOO} tentang Rencana Tata Ruangw,ayah grRw) pnovinsi sulawesi selatan
(Iembamn Daerah Tahun ZOA} Nomor g,
Tambahan Lembaran Daerah pnovinsi sulawesi
Selatan Nomor 2a9l;

19. Peraturan Daeratr Kabupaten Toraja utara Nomor 4
Tatrun 2010 tentamg Renca,a pembanguna, Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2010-2030 (Iembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2OlO Nomor 4, Tambahan Iembaran
Daerah Kabupaten Tomja Utara Nomor l);

20' Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia utara Nomor r 1
Tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan
Keuangan Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten
Torqia Utara Tahun 2O1O Nomor 11, Tambahan
Iembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Toraja utara Nomor 3 Tahun 2ol2
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Kabupa.ten Toraja Utara {Iembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tatrun ?OLZ Nomor 3,
Tambahan Iembaran daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 23);

2Z.Peraturan Daerah l(abupaten Tor4ia Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangftat Daerah (I"embaran Daerah Kabupaten

Torqia Utaxa Tahun 2OL6 Nomor 4, Tambahan
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Menetapkan

Iembaran Daerah
Nomor 6l);

Kabupaten Tomja Utara

23' Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Ja,gka
Menengah Daerah Kabupaten Torqia utara Tahun
2016-202l (Lembaran Daerah Kabupaten Torqia
Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Iembaran
Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 63|.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAIffAT DAERAH

KABUPATEN TORA.IA UTARA

dan

BUPATI TORA.IA UTARA

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATA*
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOR^&IA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2AT6-2r,2T.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peratura, Daerah Kabupaten
Tor4ia utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupa.ten
Torqia utara Tahun 2016-2021 (Iembaran Daerah
Kabupaten Toraja utara Tatrun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daeratr Kabupaten Toraja Utaxa Nomor 63)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2Ot6-2O21 yang merupakan landasan

dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
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menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan

5 (lima) tahun.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasaf 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

Sistematika perubahan RPJMD Tahun 2016-2021
sebagaimana di'naksud dalam Pasal 5 disusun eebagai

berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

PERMASAI,AHAN DAN ISU STRATEGIS

DAERAH

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

KINER.IA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

PENUTUP

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BABIx

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7

Perubahan RPJMD Tahun 2016'2021 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daemh ini.

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan I (satu) Pasal

yaitu tlasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:
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PasI SA

Feda sett Fera'tumn Da€rah ini mulai berlaku, semrra
penyebrutan SKPD dntarn knaturar Da€rah Kabupaten
Tolaja Utara Noaor 6 Tahun 2016 tentarrg Rencana
Pembangunan Jangfu Menengah Dacrah l(abupaten
Toraja Utara Tatrun 2016-2A21 harus dibaca dan
dirnaknai Perartgkat Daerah.

Fasal tr

Perafirran Daerah ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang menggtahuinya, memerintatrhn
pengundangan Ferafirran Da€reh ini dengart
penempatannya delarn Leebqrerr Daerah Kabupatea Tomja
Utara.

Ditetapkan di Rant€pao
pada tanggal3O April 2Ol9

UTARA,

Diundangkan di Rantepao

pada t I ggql 30 April2Of9

DAERAH
TIORAIA UTARA,

DAERAH I(ABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2OI9 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERA}I KABUPATEN TCIRAIA UTARA,PROVINSI

SET,AWESI SEI,ATAN TTOMOR B.H. K.HAM (re.O43. 1 9

(
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PENJEIT{SAN

ATAS

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA'A UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KABUPATENTOR.&'AUTARATAHUN 2016 - 2021

I. UMUM

l. Dasar Femikiran

Ddam rangka penyelenggaraan Fem€rintahan Daerah sesuai dengan
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5 yang berasasl<an desentralisasi, dimana Pernerintah

sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk
guna

melalui

serta
pening[atan daya saing daerah. Sedemikisn besarnya wewenang
dan tugas Daerah sehinggamerrrerlukan koordinasi,
integrasi, sinknonisasi dan sinergi mulai dari penencanaan,

hingga

sistem

pem , dengan

dan efisien. Salah satu unsur dari sistem penencaftran pem
nasional adalah wajib adanya Rencana Jangka
Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Kepala Daerah sebagai pedoman dalrtm frenyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan unhrk jangfta waktu 5 (lirna) tahun.

dan mengurus sendiri uruaan

, P€E dan peran serta

penencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif

2. Ruanglingkup
Ruang lingkup Rencana Jangfu Menengah Daerah
meliputi tahapan, tata caxa penJ,.usunan, dan evaluasi
pelaksanaan nencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang oletr unsur
dengan melibatkan masyarakat

3. Prinsip-prinsip

Prinsip Rencana Fembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:
a. merupakan satu kesatuan dalam sistem penencanaan pembangunan

nasional;
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b. dilakukan Pemerintah Daerah
kepentingan dengan
masing;

para
masing-

bersama
peran dan

c. mengintegrasikan rEncana tata ruang dengan n_ancana
daerah;

d kondisi dan potensi yang dimiliki
daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Fembangunan Jangka Daerah

teknolcatik, yaitu metode dan kerangla berfikir
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a.

b.

ilmiah untuk mencapa.i tujuan {s11 sasararl pembangunan daerah;
yaitu melibatkan semua

(stakeholders) dengan releransi
kesetaraan antara

dan seluruh segmen
masyarakat, rasa merriliki dokumen perencanaan serta terciptanya
konsensus atau kesepakatan pa.da semua tahapan;

c. politis, yaitu program-prognam pembangunan yang ditawarkan
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih pada saat disusun ke dalam nancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d, bottom up-top doum, yaitu penyelarasan melalui musyawaratr yang
dilaksakan mulai dari Desa/
Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinloonisasi dan sinergi

sasaran rencana nasional dan rcncana
daerah.

5. Tahapan

Tahapan penyunan PERUBAHAN RPJMD terdiri dari:
a. per$apan penJrusunan;

penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan;
pelaksanaan Musnenbang;

d. perumusan rancangan akhfu dan konsultasi kepada Gubernur
Propinsi Sulawesi Selatan

e. penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubemur Sulawesi
Selatan.

6. Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tendiri dari:
a. visi, misi dan program Kepala Daerah;
b. axah kebiiakan keuangan daerah;
c. strategi pembangunan daerah;

d. kebiiakan umum;
e. program Perangfuat Daerah;

f. program lintas Perangt<at Daerah;

b.

c.
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h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
i. rencana kerja dalsm kerangla pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukupjelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA",A UTARA NOMOR To4
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